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Abstract

The unauthorized resale of exclusive influencer stories on TikTok raises legal
concerns regarding contract validity, ownership of the subject matter of the
transaction, and copyright protection from the perspective of Islamic Economic
Law. Exclusive stories refer to photo or video content that is accessible only to paid
subscribers. The practice involves screen-recording subscription-based content
and subsequently redistributing and reselling it through other platforms, such as
TikTok, at lower prices without the copyright owner's permission. This study aims
to analyze the mechanism of reselling exclusive influencer stories through the
TikTok account X and to examine the practice from the perspectives of Islamic
Economic Law and copyright law. The study employs an empirical juridical
approach using a descriptive-analytical method. Qualitative data were collected
through interviews, documentation, and a literature review and were analyzed
using descriptive qualitative analysis. The findings reveal that the practice
constitutes a fasid (invalid) sale because the subject matter of the transaction does
not satisfy the requirement of lawful ownership. It also involves elements of gharar
(uncertainty), injustice, and a violation of the principle of amanah
(trustworthiness). Furthermore, from a copyright perspective, the practice
constitutes an act of copyright piracy. The findings highlight the need to strengthen
digital copyright protection by improving public legal awareness, enhancing the
enforcement of laws against digital content piracy, and reinforcing ethical
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principles in social media—based transactions to ensure that the digital economy
develops in accordance with copyright regulations and the principles of Sharia
Economic Law.
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Abstrak

Praktik penjualan kembali story eksklusif selebgram di TikTok tanpa izin pemilik
hak cipta menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad, kepemilikan objek
transaksi, dan perlindungan hak cipta dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Story eksklusif merupakan konten foto atau video yang hanya dapat diakses oleh
pengguna berbayar. Praktik ini dilakukan dengan merekam layar konten
berlangganan, kemudian mendistribusikan dan menjualnya kembali melalui
platform lain, seperti TikTok, dengan harga yang lebih murah. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik penjualan kembali story eksklusif
selebgram pada akun TikTok X serta meninjaunya dalam perspektif Hukum
Ekonomi Syariah dan ketentuan hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data kualitatif dikumpulkan
melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa praktik tersebut tergolong jual beli fasid karena objek transaksi tidak
memenuhi aspek kepemilikan yang sah serta mengandung unsur gharar,
ketidakadilan, dan pelanggaran prinsip amanah. Dari aspek hak cipta, praktik
tersebut merupakan bentuk pembajakan. Implikasi penelitian menunjukkan
perlunya penguatan perlindungan hak cipta digital melalui peningkatan literasi
hukum, penegakan hukum terhadap praktik pembajakan konten digital, serta
penguatan etika bermuamalah dalam transaksi berbasis media sosial agar
perkembangan ekonomi digital berjalan selaras dengan ketentuan hukum positif
dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Digital, Story
Eksklusif

A. Pendahuluan
Transformasi ekonomi digital mengalami akselerasi yang signifikan dan

telah berperan sebagai salah satu elemen strategis dalam menunjang pertumbuhan
ekonomi nasional (Pramandari dan Prastyadewi 2024). Pada masa kini, media
sosial tidak lagi terbatas pada fungsi komunikasi dan hiburan semata, melainkan
telah berevolusi menjadi ruang ekonomi yang dinamis, yang memfasilitasi berbagai
aktivitas transaksi jual beli secara daring (Ahda dkk. 2025).

Transaksi jual beli daring pada saat ini tidak lagi terbatas pada komoditas
berwujud, melainkan telah meluas hingga mencakup jasa serta konten digital

(Ponten 2023). Salah satu fenomena dalam perdagangan digital adalah jual beli
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akses langganan konten eksklusif di Instagram. Dalam konteks ini, konten eksklusif
adalah konten yang aksesnya dibatasi dan dibagikan khusus bagi pengguna yang
telah melakukan pembayaran (Kusumadewi dkk. 2023). Melalui fitur ini,
influencer, konten kreator, maupun pengguna yang memiliki popularitas serta
jumlah pengikut yang besar di Instagram, yang selanjutnya disebut sebagai
selebgram (selebriti Instagram) dapat menawarkan konten eksklusif dengan
menetapkan biaya langganan bulanan.

Konten eksklusif yang dibagikan dapat berupa postingan, reels, story, live,
hingga obrolan khusus bagi pelanggan eksklusif. Namun, tidak semua kreator dapat
menggunakan fitur ini karena terdapat persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh
platform, salah satunya memiliki minimal 10.000 pengikut. Melalui mekanisme
tersebut, para pengikut dapat berlangganan dengan melakukan pembayaran sesuai
tarif yang ditentukan sehingga memperoleh akses terhadap seluruh konten eksklusif
yang dibagikan oleh kreator (Nursari dkk. 2025).

Praktik jual beli konten eksklusif menarik untuk dikaji karena munculnya
pihak-pihak yang memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh keuntungan
ekonomi secara tidak sah melalui penjualan kembali konten eksklusif melalui
platform lain, yaitu TikTok. Praktik ini semakin marak ditemukan, ditandai dengan
banyaknya akun yang menawarkan akses terhadap konten story eksklusif selebgram
tanpa izin pemilik hak cipta. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada fitur
pencarian TikTok menggunakan kata kunci "Join Eksklusif Dilan Janiyar",
ditemukan sejumlah akun yang mempromosikan dan memperjualbelikan kembali

akses ke konten eksklusif milik selebgram tersebut.
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Gambar 1: Hasil pencarian akun penjual konten eksklusif di TikTok
Sumber: Dokumentasi peneliti melalui TikTok (2026).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, akun-akun tersebut mengunggah
potongan video atau cuplikan story eksklusif sebagai media promosi untuk menarik
minat pengguna. Selanjutnya, calon pembeli diarahkan untuk bergabung ke grup
eksklusif melalui tautan yang tersedia pada bio akun dengan membayar biaya yang
lebih rendah dibandingkan tarif langganan resmi. Fenomena tersebut menunjukkan
bahwa konten berbayar yang semestinya hanya dapat diakses oleh pelanggan resmi
telah direkam, didistribusikan, dan diperjualbelikan kembali oleh pihak lain tanpa
persetujuan pemegang hak cipta.

Secara resmi, akses eksklusif terhadap konten tersebut hanya dapat
diperoleh melalui sistem langganan di Instagram dengan biaya Rp25.000 per bulan.
Namun, akun tersebut menawarkan akses yang sama dengan harga lebih murah,
yaitu Rp10.000 per bulan, dengan cara merekam dan membagikan potongan story
eksklusif di TikTok. Penonton yang tertarik kemudian diarahkan untuk melakukan
pembelian akses penuh melalui tautan yang tercantum pada bio akun TikTok yang
mengarah ke WhatsApp sebagai media transaksi. Pembayaran dilakukan secara
digital, dan setelah pembeli mengirimkan bukti pembayaran, penjual akan
memberikan tautan akses ke grup WhatsApp yang berisi rekaman konten eksklusif

dari beberapa selebgram (Saidi dkk. 2026).
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Praktik tersebut selanjutnya perlu dikaji berdasarkan ketentuan Hukum
Ekonomi Syariah untuk menilai keabsahan transaksi yang dilakukan. Dalam
Hukum Ekonomi Syariah, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli (bai’)
diantaranya adanya pelaku akad (agidain), objek akad (ma’qud ‘alaih) yang jelas
dan halal, serta adanya ijab dan gabul (sighat) yang sah (Arangga dan Firmansyah
2023). Lebih lanjut, akad jual beli juga tidak boleh mengandung unsur gharar
(ketidakjelasan), penipuan (tadlis), ataupun unsur eksploitasi yang merugikan salah
satu pihak. Jika dinilai terdapat salah satu unsur tersebut maka akad jual beli dinilai
tidak sah menurut ketentuan syariat (Fauzi 2023). Secara prinsip jual beli dinilai
sah ketika memenuhi rukun dan syarat, diantaranya meliputi adanya kesepakatan
antara para pihak (penjual dan pembeli), kejelasan objek yang diperjualbelikan,
serta terlaksananya ijab dan gabul secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan
(Indriyani dan Daud 2024).

Dalam praktik penjualan kembali story eksklusif selebgram di TikTok,
aspek kepemilikan konten menjadi fokus utama karena menentukan keabsahan
suatu akad. Konten story eksklusif merupakan karya digital yang hak
kepemilikannya tetap melekat pada kreator sebagai pembuat, sementara pelanggan
hanya memperoleh hak akses terbatas sesuai ketentuan, bukan hak kepemilikan atau
distribusi. Oleh sebab itu, tindakan pihak lain yang merekam, menyimpan, dan
memperjualbelikan kembali konten tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik
jual beli konten ilegal (Safitri 2022). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan
persoalan etis, tetapi juga menyangkut aspek hukum terkait hak cipta dan hak milik
atas karya digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak
Cipta (Hidayat dan Irawan 2024).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selamet Raharjo dengan judul
“Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan di Instagram Perspektif Hukum
Perjanjian dan Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Kota Malang” berfokus pada
praktik jual beli konten eksklusif melalui fitur berlangganan Instagram resmi
(Raharjo 2025). Penelitian tersebut menitikberatkan pada keabsahan akad antara

konten kreator Instagram sebagai penjual dan pengikut Instagram sebagai pembeli,
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dengan mengacu pada perspektif hukum positif (KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1)
serta hukum ekonomi syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik jual beli
tersebut, meskipun memiliki potensi unsur gharar akibat ketidakjelasan konten
yang diterima pelanggan, tetap dinilai sah secara hukum perjanjian dan sesuai
dengan prinsip-prinsip muamalah syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi,
serta maslahah. Sehingga dalam kesimpulannya penelitian tersebut menyatakan
praktik jual beli konten eksklusif Instagram sebagai bentuk transaksi yang
dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat akad.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas jual beli
konten digital, endorsement, affiliate marketing, atau transaksi digital di media
sosial secara umum, penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik penjualan
kembali (resale) konten story eksklusif selebgram Instagram yang dipasarkan
melalui akun TikTok. Fokus tersebut belum banyak dikaji dalam literatur hukum
ekonomi syariah, terutama yang menghubungkan karakteristik konten digital
eksklusif sebagai objek akad dengan mekanisme distribusi lintas platform media
sosial.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian
yang menganalisis praktik tersebut secara komprehensif dari perspektif hukum
ekonomi syariah. Penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan pada aspek
keabsahan akad jual beli konten digital atau transaksi digital secara umum, tanpa
mengkaji keterkaitan antara status kepemilikan konten, hak cipta, kejelasan objek
akad (ma'qud 'alaih), mekanisme resale oleh pihak yang bukan pemilik hak, serta
implikasi etika bisnis syariah dalam satu kesatuan analisis. Padahal, praktik
penjualan kembali konten story eksklusif menimbulkan persoalan hukum yang
berbeda dengan transaksi digital pada umumnya karena melibatkan objek yang
bersifat tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi, serta berpotensi melanggar hak
eksklusif pencipta.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi
konseptual dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip
hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai syarat sah objek akad, konsep

kepemilikan (al-milk), larangan menjual barang yang bukan miliknya, prinsip
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kerelaan (an-taradin), serta nilai-nilai etika bisnis Islam dalam menilai praktik
penjualan kembali konten eksklusif. Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan,
pertama, bagaimana mekanisme praktik penjualan kembali story eksklusif
selebgram pada akun TikTok X dan kedua, bagaimana praktik tersebut ditinjau
menurut Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan hak cipta. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan transaksi dari aspek akad, tetapi juga
memperluas kajian terhadap dimensi perlindungan hak kekayaan intelektual,
tanggung jawab moral pelaku usaha digital, serta kepastian hukum dalam transaksi
konten digital lintas platform.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum
ekonomi syariah, khususnya mengenai pengembangan konsep muamalah pada era
ekonomi digital, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat
dalam memahami batasan hukum jual beli konten digital yang berkembang melalui

media sosial.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode
penelitian deskriptif analitis untuk mengkaji praktik penjualan kembali konten story
eksklusif pada akun TikTok X dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Chatra
dkk. 2023). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, terdiri dari data primer
dan data sekunder (Hasan dkk. 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara
dengan satu orang informan, yaitu penjual atau pemilik akun TikTok X yang dipilih
menggunakan teknik purposive sampling, karena merupakan pelaku utama praktik
yang diteliti. Penentuan satu informan didasarkan pada karakteristik penelitian yang
berfokus pada satu unit kasus dan satu pelaku utama, bukan pada generalisasi
populasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode meliputi
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (Ulfah dkk. 2022).
Observasi dilakukan terhadap akun TikTok X dan akun Instagram selebgram yang
kontennya diperjualbelikan, seperti Dilan Janiyar dan Syifa Hadju, untuk

mengidentifikasi mekanisme penjualan, promosi, dan objek transaksi. Wawancara
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dilakukan secara daring melalui pesan WhatsApp, sedangkan dokumentasi
mencakup tangkapan layar, unggahan media sosial, dan dokumen terkait. Studi
pustaka dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan,
Fatwa DSN-MUI, literatur Hukum Ekonomi Syariah, dan jurnal ilmiah relevan.
Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis yang
meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis
diarahkan pada interpretasi praktik berdasar perspektif Hukum Ekonomi Syariah
sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian (Miles dan

Huberman 1992).

C. Pembahasan
1. Praktik Penjualan Kembali Story Eksklusif Selebgram pada akun X

di TikTok

Perkembangan praktik ekonomi digital di media sosial tidak hanya
melahirkan inovasi dalam bentuk penawaran konten story eksklusif oleh selebgram,
tetapi juga memunculkan pola distribusi ulang konten oleh pihak lain tanpa izin.
Story eksklusif diartikan sebagai fitur berbagi foto/video pendek (10-15 detik) yang
aksesnya dibatasi dan dibagikan khusus bagi pengguna yang telah melakukan
pembayaran (Dr. Dahrul Siregar 2025). Konten tersebut umumnya mencakup
kehidupan pribadi, aktivitas sehari-hari, maupun materi khusus yang tidak
disebarluaskan secara umum. Pembatasan akses tersebut menjadikan aspek
eksklusivitas sebagai nilai ekonomi utama yang mendorong terjadinya transaksi
antara kreator / selebgram dan pelanggan.

Meskipun demikian, sistem langganan tersebut juga membuka peluang
terjadinya penyalahgunaan akses oleh pihak yang telah memperoleh konten secara
sah. Dalam praktiknya, sebagian pelanggan melakukan rekam layar terhadap story
eksklusif ~ yang  telah  diakses, kemudian  mendistribusikan  dan
memperjualbelikannya kembali melalui akun pribadi di platform TikTok tanpa
sepengetahuan maupun persetujuan selebgram sebagai pemilik hak cipta. Praktik
ini mengubah fungsi langganan dari sarana memperoleh akses pribadi menjadi

sarana komersialisasi konten digital secara tidak sah. Akibatnya, muncul persoalan

266



Jurnal Al-Kharaj, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2026
Praktik Penjualan Kembali Story Eksklusif Selebgram di Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Oleh: Nazalia Rahma, Cucu Susilawati, Nasrudin, Jaenudin, Dian Herdiana

hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, tetapi juga
mengenai keabsahan objek transaksi dan pemenuhan prinsip-prinsip jual beli dalam

Hukum Ekonomi Syariah.
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.
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Gambar 2: Akun TikTok yang menjual kembali konten eksklusif selebgram
Sumber: Dokumentasi peneliti melalui TikTok (2026).

Gambar di atas menampilkan akun TikTok yang menawarkan penjualan
kembeali story eksklusif milik selebgram kepada publik dengan mekanisme tertentu.
Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pendistribusian ulang konten berbayar
tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Dalam praktik ini, pembeli tidak lagi berperan
semata sebagai konsumen, tetapi juga bertindak sebagai pihak yang
mengomersialkan kembali konten yang telah diperolehnya (Wahyudi 2025).
Konten sfory eksklusif tersebut umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih
rendah dibandingkan biaya langganan resmi sehingga mendorong konsumen untuk
memperoleh akses melalui pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya
pergeseran pola transaksi konten digital yang memunculkan persoalan mengenai
kepemilikan, distribusi, dan keabsahan objek yang diperjualbelikan.

Untuk memahami praktik tersebut secara lebih komprehensif, tidak cukup
hanya mengamati bentuk penawarannya di media sosial, tetapi juga perlu

menelusuri mekanisme transaksi yang berlangsung di baliknya. Penelusuran ini
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penting untuk mengetahui bagaimana konten eksklusif diperoleh, dikelola, dan
kemudian didistribusikan kembali kepada konsumen. Informasi tersebut menjadi
dasar dalam menilai keabsahan transaksi, baik dari aspek mekanisme akad maupun
status kepemilikan konten sebagai objek jual beli. Oleh karena itu, peneliti
melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik
penjualan kembali story eksklusif guna memperoleh data empiris mengenai proses
transaksi yang sebenarnya.

Hasil wawancara dengan pemilik akun TikTok X, praktik penjualan kembali
story eksklusif selebgram merupakan suatu bentuk penyediaan akses terhadap
konten digital yang pada dasarnya bersifat privat. Mekanisme operasional dalam
praktik ini dimulai dari tahap pemerolehan konten, di mana pemilik akun tersebut
terlebih dahulu berlangganan fitur eksklusif secara resmi pada akun Instagram
selebgram tertentu. Namun demikian, konten yang diperoleh tersebut kemudian
direkam atau diunduh kembali oleh penjual tanpa adanya kerja sama maupun izin
resmi dari pihak selebgram sebagai pemilik konten.

Tahapan alur transaksi dalam praktik ini diawali dengan komunikasi antara
calon pembeli dan penjual melalui Direct Message (DM) pada akun TikTok, yang
kemudian diarahkan oleh penjual ke platform WhatsApp untuk proses lebih lanjut.
Dalam tahap ini, pembeli diberikan pilihan paket berlangganan, yaitu sebesar
Rp10.000 per bulan atau Rp100.000 untuk akses selamanya (lifetime), yang
pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Setelah transaksi dinyatakan
selesai dengan menunjukan bukti pembayaran, penjual akan memberikan tautan

berupa akses ke grup WhatsApp sebagai media distribusi konten.
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Gambar 3: Akses grup WhatsApp sebagai distribusi konten
Sumber: Dokumentasi peneliti melalui TikTok (2026).
Gambar 3 menunjukan bukti tampilan grup WhatsApp yang berisi konten

eksklusif selebgram. Proses penyampaian produk dalam praktik ini dilakukan
dengan cara penjual secara rutin membagikan konten eksklusif selebgram tersebut
ke dalam grup WhatsApp yang telah diakses oleh para pembeli. Selain itu, penjual
juga menyediakan tautan Google Drive yang dicantumkan pada bio grup sebagai
arsip digital, sehingga pelanggan dapat mengakses kembali konten-konten yang
telah dibagikan sebelumnya. Story eksklusif terkait ketentuan layanan, dalam
praktik ini tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan
kewajiban para pihak. Penjual juga tidak memberikan jaminan berupa kompensasi
atau pengembalian dana apabila selebgram tidak mengunggah konten dalam jangka
waktu tertentu, sehingga seluruh risiko transaksi sepenuhnya dibebankan kepada
pihak pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik penjualan kembali
story eksklusif selebgram di TikTok diawali dengan perolehan konten melalui
sistem langganan berbayar di Instagram. Konten yang telah diakses kemudian
direkam layar oleh pelanggan dan diperjualbelikan kembali tanpa izin pemilik hak
cipta. Transaksi dilakukan melalui komunikasi di TikTok yang selanjutnya
dialihkan ke WhatsApp, dengan pembayaran secara digital, sedangkan
pendistribusian konten dilakukan melalui grup WhatsApp dan penyimpanan pada
Google Drive.
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Praktik tersebut berlangsung tanpa persetujuan pemilik konten maupun
perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Akibatnya,
transaksi hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak sehingga tidak
memberikan kepastian hukum maupun jaminan perlindungan bagi pembeli.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan tidak hanya terkait mekanisme
transaksi, tetapi juga mengenai keabsahan kepemilikan objek yang diperjualbelikan
dan perlindungan hak cipta atas konten digital.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan

Kembali Story Eksklusif Selebgram di TikTok

a. Keabsahan Akad Jual Beli

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik penjualan kembali
story eksklusif selebgram melalui akun TikTok X dilakukan dengan memanfaatkan
akses berlangganan resmi di Instagram. Penjual terlebih dahulu berlangganan
konten  eksklusif, kemudian merekam layar konten tersebut dan
mendistribusikannya kembali kepada pihak lain melalui TikTok. Meskipun
transaksi berlangsung atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, objek
yang diperjualbelikan berasal dari konten digital yang hak aksesnya hanya
diberikan untuk penggunaan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan kembali.

Fenomena tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi
Syariah untuk menilai keabsahan akad yang dilakukan. Dalam Hukum Ekonomi
Syariah, keabsahan akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat
akad serta terbebas dari unsur yang menyebabkan cacat hukum ('i//af) (Arifin dkk.
2024). Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad tidak dapat
menghasilkan akibat hukum berupa perpindahan hak kepemilikan secara sah.

Dalam figh muamalah, pada dasarnya hukum jual beli diperbolehkan
berdasarkan firman Allah Swt. :

| 530 p0a5 &l 4 Jals..

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-

Bagarah [2] : 275)
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya
merupakan transaksi yang dihalalkan dalam Islam. Namun, kebolehan tersebut
tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
syariah, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat akad serta tidak mengandung

unsur yang dilarang. Prinsip tersebut sejalan dengan Kaidah Figh:

W A3 Ll B 3% 4 9 AAyT edtaaad) B el
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat

dalil yang menunjukan keharamannya.”

Meskipun hukum asal jual beli adalah boleh, kebolehan tersebut tetap
dibatasi oleh ketentuan dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Setiap praktik jual
beli harus memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur-unsur yang
dilarang oleh syariat. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat rukun atau syarat
yang tidak terpenuhi, atau ditemukan unsur yang bertentangan dengan ketentuan
syariah, maka akad tersebut tidak lagi dapat dinilai sebagai jual beli yang sah secara
sempurna. Kondisi tersebut selanjutnya menentukan status hukum akad
berdasarkan bentuk dan tingkat pelanggaran yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat
dikategorikan sebagai jual beli ghairu shahih, yang terbagi menjadi dua bentuk,
yaitu jual beli bathil dan jual beli fasid (Siswandi dan Najihah 2023). Jual beli bathil
merupakan akad yang sejak awal tidak memenuhi rukun atau syarat pokok,
sehingga dianggap tidak pernah ada secara hukum. Sebaliknya, jual beli fasid
adalah akad yang pada dasarnya telah memenuhi rukun jual beli, tetapi
pelaksanaannya mengandung cacat pada syarat tertentu sehingga keabsahannya
menjadi tidak sempurna menurut syariat (Putri dkk. 2024).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, praktik penjualan kembali story eksklusif
melalui akun TikTok X lebih tepat dikategorikan sebagai jual beli fasid. Hal ini
disebabkan karena unsur-unsur pokok akad telah terpenuhi, yaitu adanya para pihak
yang berakad (agidain), adanya kesepakatan (shighat) yang ditunjukkan melalui

proses pemesanan dan pembayaran, serta adanya objek transaksi berupa akses
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terhadap konten eksklusif. Namun demikian, transaksi tersebut tidak memenuhi
syarat sah akad karena penjual tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas objek
yang diperjualbelikan.

Status kepemilikan merupakan syarat fundamental dalam jual beli menurut
Hukum Ekonomi Syariah. Penjual hanya memperoleh hak akses sebagai pelanggan
layanan berbayar, bukan hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau
mengalihkan akses tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, tindakan
merekam, menyimpan, dan menjual kembali konten eksklusif menunjukkan bahwa
objek akad tidak berada dalam penguasaan dan kepemilikan yang sah. Kondisi ini
bertentangan dengan prinsip kepemilikan (al-milk al-tamm) yang mensyaratkan
bahwa objek jual beli harus berada di bawah hak dan kewenangan penuh penjual.
(Sholahudin dkk. 2026) menjelaskan bahwa suatu akad menjadi fasid apabila objek
transaksi tidak memenuhi ketentuan syariah, termasuk ketika penjual tidak
memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Sejalan dengan itu,
penelitian Figh Analysis on Pirated Goods juga menegaskan bahwa pendistribusian
ulang suatu karya tanpa izin pemilik merupakan pelanggaran terhadap hak
kepemilikan yang diakui dalam hukum Islam (Sholiha dan Mustofa 2025).

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. dalam
Sunan Abu Dawud menyebutkan:

diie Gudla g5 Y

“Tidak sah menjual sesuatu yang bukan milikmu” (HR. Abu Dawud)
(Imam Abu Dawud, t.t.)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa seseorang tidak diperkenankan
memperjualbelikan barang atau hak yang tidak berada dalam kepemilikan maupun
penguasaannya (Hilal 2021). Larangan tersebut bertujuan mencegah terjadinya
gharar, penipuan, dan kerugian dalam transaksi. Oleh karena itu, kepemilikan yang
sah merupakan prasyarat utama bagi keabsahan suatu akad jual beli.

Ketentuan tersebut selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun
2017 tentang Akad Jual Beli, yang pada Ketentuan Keempat mengenai mutsman
(mabi') menyatakan bahwa objek jual beli dapat berupa barang atau hak, namun

harus menjadi milik penjual secara penuh (al-milk al-tamm). Dalam praktik
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penjualan kembali story eksklusif di TikTok, syarat tersebut tidak terpenuhi karena
penjual hanya memiliki hak akses sebagai pelanggan dan tidak memiliki hak
kepemilikan maupun hak distribusi atas konten tersebut. Akibatnya, objek akad
tidak memenuhi syarat sah jual beli sebagaimana ditetapkan dalam fatwa tersebut.
Lebih lanjut, Ketentuan Ketujuh Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017
menegaskan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi seluruh rukun dan
syaratnya; apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka akad menjadi
batal. Dengan demikian, praktik penjualan kembali story eksklusif tanpa izin
pemilik hak cipta tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam
Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga tidak memenuhi ketentuan keabsahan akad

sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017.

b. Kesesuaian Prinsip Syariah

Praktik penjualan kembali story eksklusif selebgram melalui akun TikTok
X tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad jual beli, tetapi
juga menunjukkan adanya ketidakjelasan terhadap manfaat yang menjadi objek
transaksi. Pembeli hanya memperoleh akses terhadap konten yang jumlah, kualitas,
dan frekuensi unggahannya sepenuhnya bergantung pada aktivitas selebgram
sebagai pemilik konten, sehingga manfaat yang diterima tidak dapat dipastikan
sejak awal akad. Selain itu, transaksi berlangsung tanpa adanya mekanisme
pengembalian dana () apabila konten tidak diperbarui dalam jangka waktu tertentu.
Di sisi lain, penjual memperoleh keuntungan dari penjualan kembali konten yang
bukan merupakan hak ekonomi maupun hasil karyanya. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad,
tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam
Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah,
fenomena tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi
Syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu transaksi dinilai sah
apabila tidak hanya memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi juga selaras dengan

nilai keadilan (al-'adl), kejujuran (ash-shidqg), amanah, serta terbebas dari unsur
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yang dilarang, seperti gharar, tadlis, dan aklu amwal al-nas bil bathil (Efendi dkk.
2025). Dengan demikian, suatu transaksi yang secara formal memenuhi rukun akad
tetap dapat dinilai bertentangan dengan syariah apabila mengandung unsur
ketidakjelasan atau merugikan hak pihak lain.

Salah satu unsur yang ditemukan dalam praktik ini adalah gharar
(ketidakjelasan). Dalam figh muamalah, gharar diartikan sebagai ketidakjelasan
mengenai objek, manfaat, maupun akibat hukum suatu transaksi yang berpotensi
menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Figh al-
Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa gharar diklasifikasikan menjadi tiga
tingkatan berdasarkan kadar ketidakpastiannya. Pertama, gharar katsir atau gharar
fahish, yaitu ketidakjelasan yang dominan dan memengaruhi unsur pokok akad
sehingga disepakati para ulama sebagai bentuk gharar yang dilarang dan dapat
merusak keabsahan transaksi. Kedua, gharar yasir, yaitu ketidakjelasan yang
ringan dan sulit dihindari dalam praktik muamalah sehingga masih dapat
ditoleransi. Ketiga, gharar mutawassit, yaitu ketidakjelasan pada tingkat sedang
yang status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama karena penilaiannya
bergantung pada tingkat risiko dan kebiasaan (‘urf) yang berlaku di masyarakat
(Zuhayli 1984).

Larangan melakukan transaksi yang mengandung gharar juga ditegaskan
dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

S 5 B A ()

"Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR.
Muslim).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadis tersebut menjadi dasar bahwa setiap
akad harus dibangun atas kejelasan objek, manfaat, dan hak para pihak agar
terhindar dari perselisthan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap bentuk
transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dominan (gharar fahish) tidak
dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i dan
Hanafi yang kemudian dipertegas oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa. Menurutnya,
gharar fahish merupakan ketidakjelasan yang bersifat dominan, tidak dapat
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ditoleransi, serta berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian finansial bagi
para pihak. Oleh karena itu, gharar fahish termasuk bentuk gharar yang
diharamkan dan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena bertentangan
dengan prinsip kejelasan (al-wuduh) dan kepastian dalam transaksi (Gunariah dkk.
2024).

Berdasarkan konsep tersebut, praktik penjualan kembali story eksklusif
melalui akun TikTok X dapat dikategorikan sebagai gharar fahish. Ketidakjelasan
dalam praktik ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah konten yang akan diterima
pembeli, tetapi juga meliputi kualitas, kontinuitas unggahan, serta manfaat yang
diperoleh selama masa langganan. Seluruh aspek tersebut sepenuhnya bergantung
pada aktivitas selebgram sebagai pemilik konten sehingga tidak dapat dipastikan
sejak akad disepakati. Selain itu, tidak adanya mekanisme kompensasi maupun
pengembalian dana () apabila konten tidak tersedia semakin meningkatkan tingkat
ketidakpastian dan risiko kerugian di pihak pembeli. Akibatnya, objek manfaat
yang menjadi tujuan transaksi tidak memenuhi prinsip kejelasan (ma'lum) yang
menjadi syarat dalam akad jual beli. Sejalan dengan itu, (Saifuddin dan Febrianti
2025) menegaskan bahwa ketidakjelasan terhadap objek digital, termasuk konten
digital, merupakan bentuk gharar yang dapat memengaruhi keabsahan akad.

Selain mengandung unsur gharar, praktik tersebut juga bertentangan
dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah. Keuntungan yang diperoleh penjual
berasal dari pendistribusian ulang konten eksklusif tanpa izin pemilik hak cipta,
padahal penjual hanya memiliki hak akses sebagai pelanggan, bukan hak untuk
menggandakan maupun mengalihkan akses tersebut kepada pihak lain. Dalam
perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap keuntungan harus diperoleh melalui
cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, tindakan
memperjualbelikan kembali konten eksklusif tanpa izin menunjukkan adanya
pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran dalam bermuamalah.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

aia (il 5 e a0 (s 41 V) Slalally AKEG a0 5af 1 51K ¥ 1 gl Guddl il g
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"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perolehan harta harus dilakukan
melalui cara yang sah, adil, dan tidak melanggar hak pihak lain. Dalam konteks
penelitian ini, keuntungan yang diperoleh dari penjualan kembali konten eksklusif
tanpa izin tidak memenuhi prinsip tersebut karena memanfaatkan hak ekonomi
milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini juga sejalan dengan konsep
aklu amwal al-nas bil bathil, yaitu memperoleh atau memanfaatkan harta orang lain
dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (Miswanto 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penjualan kembali story eksklusif
selebgram melalui akun TikTok X tidak hanya mengandung unsur gharar fahish,
tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah karena
memanfaatkan hak ekonomi pihak lain tanpa izin. Dengan demikian, praktik
tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

c. Analisis Perlindungan Hak Cipta Konten Digital dalam Perspektif Hak

Kekayaan Intelektual, Hukum Positif, dan Hukum Ekonomi Syariah
1. Analisis HAKI Digital
Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.

Digitalisasi memungkinkan karya intelektual diproduksi, disimpan,

didistribusikan, dan diakses secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di

sisi lain, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran hak

cipta melalui penggandaan, penyimpanan, dan pendistribusian ulang karya
digital tanpa persetujuan pemegang hak. Oleh karena itu, perlindungan HKI
pada era digital tidak lagi hanya berorientasi pada pengakuan hak pencipta,
tetapi juga dituntut mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap
berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang seiring kemajuan teknologi

(Janardana dkk. 2026).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, teori kontemporer Hak

Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta digital merupakan hak
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eksklusif yang lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. (Saputri 2022) menjelaskan
bahwa setiap karya digital, termasuk foto, video, karya audiovisual, dan
konten media sosial, memperoleh perlindungan hukum tanpa harus
didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan
hak ekonomi pencipta, sehingga setiap tindakan memperbanyak,
menyimpan, mendistribusikan, maupun mengomunikasikan karya kepada
publik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pemegang hak cipta.

Prinsip tersebut juga diakui dalam WIPO Copyright Treaty (WCT)
1996 sebagai instrumen internasional yang memperluas perlindungan hak
cipta di lingkungan digital. WCT mengakui hak eksklusif pencipta atas
reproduksi, distribusi, dan komunikasi karya secara digital, serta
memberikan perlindungan terhadap technological protection measures dan
informasi manajemen hak (Asghar dkk. 2025) Dengan demikian, setiap
bentuk penggandaan, penyimpanan, maupun pendistribusian karya digital
kepada publik pada dasarnya memerlukan persetujuan dari pemegang hak
cipta.

Konsep tersebut relevan dengan praktik penjualan kembali story
eksklusif selebgram yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan hasil
penelitian, penjual memperoleh akses terhadap story eksklusif melalui
sistem langganan di Instagram, kemudian merekam layar, menyimpan, dan
mendistribusikannya kembali melalui TikTok, grup WhatsApp, serta
Google Drive untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal, hak yang
dimiliki pelanggan hanya sebatas hak akses untuk kepentingan pribadi,
bukan hak untuk memperbanyak maupun mendistribusikan kembali konten
tersebut. Dengan demikian, aktivitas tersebut merupakan bentuk reproduksi
dan distribusi ulang karya digital tanpa izin pemegang hak cipta.

Karakteristik karya digital yang dapat direproduksi tanpa
mengurangi kualitas aslinya semakin memperbesar potensi terjadinya
pelanggaran hak cipta. Berbeda dengan benda berwujud (tangible goods),

konten digital dapat disalin secara identik, disimpan dalam sistem berbasis
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cloud, dan disebarluaskan kepada banyak pengguna dalam waktu singkat
dengan biaya yang relatif rendah. Karakteristik tersebut menyebabkan
praktik pembajakan digital berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk
penjualan kembali konten eksklusif melalui media sosial sebagaimana
ditemukan dalam penelitian ini.

Meskipun perlindungan hak cipta telah diatur secara komprehensif
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, efektivitas penegakannya
masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian (Yulianti dkk. 2025)
menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan
reproduksi konten digital, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat
dibandingkan pembentukan regulasi menyebabkan pelanggaran hak cipta
masih banyak ditemukan pada berbagai platform digital. Oleh karena itu,
perlindungan hak cipta memerlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui
penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan pemanfaatan teknologi
pendukung seperti digital watermark, digital fingerprinting, serta sistem
identifikasi digital untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta.

Selain sebagai instrumen perlindungan hukum, hak cipta digital juga
memiliki nilai ekonomi yang menjadi bagian penting dalam ekosistem
ekonomi kreatif. (Fahmi dkk. 2025) menegaskan bahwa perlindungan hak
cipta memberikan kepastian hukum bagi pencipta untuk memperoleh
manfaat ekonomi melalui lisensi, royalti, maupun bentuk eksploitasi
ekonomi lainnya. Sebaliknya, pemanfaatan karya digital tanpa izin akan
mengalihkan manfaat ekonomi yang seharusnya diterima pencipta kepada
pihak yang tidak berhak, sehingga tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi
juga mencederai prinsip keadilan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik penjualan kembali story
eksklusif selebgram melalui akun TikTok X memenuhi karakteristik
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual digital. Penjual memperoleh
keuntungan ekonomi melalui reproduksi, penyimpanan, dan pendistribusian
ulang konten yang hak eksklusifnya tetap melekat pada selebgram sebagai

pencipta. Dengan demikian, objek yang diperjualbelikan bukan merupakan
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hak yang dimiliki penjual, melainkan hasil pemanfaatan hak ekonomi milik
orang lain tanpa izin. Analisis ini memperkuat bahwa praktik tersebut tidak
hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam rezim HKI
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga bertentangan
dengan prinsip al-milk dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibatnya,
keuntungan yang diperoleh penjual termasuk dalam bentuk aklu amwal al-
nas bil bathil, yaitu memperoleh harta melalui pemanfaatan hak ekonomi
pihak lain secara tidak sah, sehingga tidak dapat dibenarkan baik menurut
hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah.

2. Analisis Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yakni sejak suatu karya diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu.
Perlindungan ini mencakup berbagai jenis karya, termasuk karya digital
seperti foto, video, dan konten media sosial. Dengan demikian, setiap
konten yang dihasilkan oleh kreator, termasuk story eksklusif selebgram,
secara hukum telah dilindungi dan diakui sebagai kekayaan intelektual milik
pencipta yang tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain
tanpa adanya persetujuan (Iga 2025).

Perlindungan hak cipta tersebut meliputi hak moral dan hak
ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta, antara lain
hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan keutuhan ciptaannya.
Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta
untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui pengumuman, penggandaan,
pendistribusian, penyewaan, maupun bentuk pemanfaatan lain atas
ciptaannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 (Hak Moral) dan Pasal
9 (Hak Ekonomi) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ekonomi atas

279



Jurnal Al-Kharaj, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2026
Praktik Penjualan Kembali Story Eksklusif Selebgram di Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Oleh: Nazalia Rahma, Cucu Susilawati, Nasrudin, Jaenudin, Dian Herdiana

suatu ciptaan hanya dapat dilakukan atas izin pemegang hak cipta (Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, t.t.).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga
mengatur pembajakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak cipta.
Berdasarkan Pasal 1 angka 23, pembajakan diartikan sebagai penggandaan
ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah serta pendistribusian
hasil penggandaan tersebut secara luas untuk memperoleh keuntungan
ekonomi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembajakan tidak hanya
mencakup tindakan memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin, tetapi juga
meliputi pendistribusian atau pemanfaatan hasil penggandaan tersebut
untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, setiap pihak yang
merekam, memperbanyak, dan memperjualbelikan kembali suatu ciptaan
tanpa persetujuan pemegang hak cipta dapat dikategorikan melakukan
pembajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil analisis, penjual melakukan perekaman,
penggandaan, dan pendistribusian ulang konten eksklusif tanpa lisensi atau
persetujuan dari pemegang hak cipta, kemudian memperoleh keuntungan
ekonomi dari penjualan kembali konten tersebut. Tindakan tersebut
berpotensi melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta karena mencakup penggandaan dan pendistribusian
ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin pemegang hak cipta. Dengan
demikian, apabila seluruh unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut
terpenuhi, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Oleh karena itu, praktik penjualan kembali story eksklusif tersebut
tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga berpotensi
menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Analisis Hak Cipta Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003
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Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta menegaskan
bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk huquq maliyyah (hak
kekayaan) yang memperoleh perlindungan dalam Islam. Sebagai hak
kekayaan, hak cipta memiliki nilai ekonomi (qimah iqtisadiyyah) dan
kedudukan hukum yang sama dengan harta (mal), sehingga wajib dihormati
serta dilindungi dari setiap bentuk pelanggaran. Fatwa tersebut juga
menegaskan bahwa hak cipta yang memperoleh perlindungan adalah hak
cipta atas karya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, sehingga
pemegang hak memiliki kewenangan eksklusif untuk memanfaatkan dan
memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Oleh karena itu, setiap
bentuk penggandaan, pendistribusian, maupun pemanfaatan karya hanya
dapat dilakukan atas dasar izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta.
(Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, t.t.).

Ketentuan tersebut relevan dengan praktik penjualan kembali story
eksklusif selebgram melalui akun TikTok X yang menjadi objek penelitian
ini. Story eksklusif merupakan konten digital yang mengandung nilai
ekonomi karena hanya dapat diakses melalui sistem langganan berbayar.
Dengan demikian, konten tersebut termasuk objek hak cipta yang
merupakan bagian dari huquq maliyyah, sehingga hak ekonomi dan hak
pemanfaatannya tetap melekat pada selebgram sebagai pencipta.
Pembayaran biaya langganan oleh pelanggan hanya memberikan hak untuk
mengakses konten sesuai ketentuan layanan, bukan hak untuk merekam,
memperbanyak, mendistribusikan, ataupun memperjualbelikannya kembali
kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penjualan kembali story
eksklusif dilakukan dengan merekam layar, menyimpan, kemudian
mendistribusikan kembali konten kepada pihak lain melalui TikTok untuk
memperoleh keuntungan ekonomi tanpa persetujuan pemegang hak cipta.
Tindakan tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan hak ekonomi milik
orang lain secara tidak sah dan memenuhi karakteristik pembajakan

sebagaimana dimaksud dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003. Fatwa

281



Jurnal Al-Kharaj, Volume 6 Nomor 2, Juli-Desember 2026
Praktik Penjualan Kembali Story Eksklusif Selebgram di Tiktok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Oleh: Nazalia Rahma, Cucu Susilawati, Nasrudin, Jaenudin, Dian Herdiana

tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap
hak cipta, terutama pembajakan, merupakan perbuatan zalim yang
hukumnya haram. Oleh karena itu, praktik penjualan kembali story eksklusif
selebgram tidak hanya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap
huquq maliyyah, tetapi juga melanggar nilai keadilan, amanah, dan larangan
mengambil manfaat ekonomi dari hak milik orang lain tanpa izin.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa praktik penjualan kembali
story eksklusif selebgram tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas
perdagangan konten digital, melainkan sebagai persoalan hukum yang
melibatkan aspek keabsahan akad, kepemilikan objek transaksi, dan
perlindungan hak cipta. Analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Fatwa
MUI Nomor 1 Tahun 2003 secara konsisten menunjukkan bahwa praktik
tersebut mengandung cacat pada aspek kepemilikan, melanggar hak
ekonomi pencipta, dan memenuhi karakteristik pembajakan. Temuan
tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan mengenai status
hukum praktik penjualan kembali story eksklusif selebgram serta
implikasinya terhadap pengembangan perlindungan hukum dalam transaksi

ekonomi digital.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai

berikut.

l.

Praktik penjualan kembali story eksklusif selebgram pada akun TikTok X
dilakukan dengan cara penjual terlebih dahulu memperoleh akses terhadap
konten eksklusif melalui sistem langganan berbayar di Instagram.
Selanjutnya, konten direkam kemudian didistribusikan dan diperjualbelikan
kembali melalui akun TikTok dengan mengarahkan pembeli ke WhatsApp
sebagai media transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli
memperoleh akses ke grup WhatsApp dan arsip Google Drive yang berisi

rekaman story eksklusif. Seluruh proses berlangsung tanpa kerja sama,
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lisensi, maupun izin dari pemilik hak cipta serta tanpa perjanjian tertulis dan

jaminan kepada pembeli.

2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan hak cipta, praktik
tersebut tidak memenuhi syarat sah objek akad karena penjual tidak
memiliki hak kepemilikan penuh (al-milk al-tamm) atas konten yang
diperjualbelikan, sehingga tergolong jual beli fasid yang dapat membatalkan
akad. Selain itu, praktik ini mengandung unsur gharar, bertentangan dengan
prinsip keadilan, amanah, dan larangan memperoleh harta dengan cara yang
batil (akl al-mal bi al-batil) sehingga praktik tersebut diharamkan dan dapat
menyebabkan akad menjadi tidak sah. Dari perspektif hukum positif,
tindakan merekam, memperbanyak, dan mendistribusikan kembali story
eksklusif tanpa izin melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan
memenuhi karakteristik pembajakan sehingga dapat dikenai pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penilaian tersebut sejalan dengan
Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa hak cipta
merupakan huqug maliyyah yang wajib dilindungi serta bahwa pembajakan
merupakan perbuatan zalim yang hukumnya haram.

Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hak
cipta digital melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penegakan hukum
terhadap praktik pembajakan konten digital, serta penguatan etika bermuamalah
dalam transaksi berbasis media sosial agar perkembangan ekonomi digital berjalan
selaras dengan ketentuan hukum positif dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
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